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PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG
PERKOPERASIAN

a. bahwa koperasi sebagal onomi rakyat maupun

badan usaha memiliki arti

yang strategis dal opang kelahe ckenomi
nasional sebagal u wujudkan ke STg= rakyat
sejalan dengan gita-cita dan am 133 ayat (1)
Undang—Unda.t%a: 1945;

b. bahwa fasili pengembang rasi merapakan
urusan w:g\ Pemerintah sehingga perlu
disele ;_- secara men optimal, dan
berkeg ungan mampu meningkatkan

tlcafh, peran d uperam dalam mewujudkan

huhan ckanu 11ngkatan pendapatan rakyat,
Miptaan lapang serta pengentasan kemiskinan
ola Metro;

c. bahwa untule 1 anguu koperasi di Kota Metro yang
profesional, kuat, tangguh, dan mandiri serta berpegang
teguh pa asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi

sfdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

hm‘u_f a, huruf b dan buraf ¢ di atas, dipandang
menetapkan Peraturan Daerah tentang
Upcraqmn

5 Pabu_l 18 ayat (2) dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3502);



3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Dati 11 Way Kanan, Kabupaten
Dati 1l Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3825);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga
Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tehun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana Lelah diubah
dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004
lcntang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);

o

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha

Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor ) bahan Lembaran
b

Negara Republik Indonesia Nomo

6. Undang-Undang Nomo
Pembentukan Peratur.
Negara Republik In
Tambahan Lembar
5234);

7. Undang-Und: mor 1 Tabhu 13" tentang lembaga
Keuangan (Lembaran Ne Republik Indonesia
Tahun 42018 Nomor 12. Ta an Lembaran Negara

3 Tahun 2014 tentang
(Lembaran Negara Republik

Tahun 2011 tentang
ndang-Undan (Lembaran
a Tahun 2 omor 82.
ara Republi esia Nomor

egara Republilki Indefiesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah bebera 1 terakhir dengan Undang-Undang
Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang- g Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pern an Daerah (Lembaran Negara Republik
Indon Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
egara Republik Indonesia Nomor 5679);

Qﬂang—Undang Nomor 30 Tahun 2014 tcentang
dministrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang
Persyaratan dan Tatacara Pengesahan Akta Pendirian dan
Perubahan Anggaran Dasar Koperasi {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 3540};



11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 ientang
Tatacara Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah {Lembaran
Negara Republik Indoncsia Tahun 1994 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3549);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 icntang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 19. Tambahan
Lemmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);

13, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Modal
Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 47. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 37 44);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesiy Tahun 2005 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara ik Indonesia Nomor
4505) sebagaimana telah diu dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tah 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tah Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik

15. Peraturan Pemerinta or 17 Tah tenlang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomog - ahun 2008
tentang Usah: iao, Kecil dan :ngah (Lembaran

Presi m? &7 Tahun 2014 tentang
uran Pela ] ndang-Undang Nomor 12 Tahun

:ntukan Peraturan Perundang-
Lemb egara Republik Indonesia Tahun

r/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan
rita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
9);

. an Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
or 19/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan
P

at Anggota Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1498);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indnnesia Tahun 2015 Nomor 2036};

21. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2013
lentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Dacrah Kota Metro Tahun 2013 Nomer 0/, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 07);



Menetapkan

29 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Metru (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nemor
24 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan
WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN:

- PERATURAN DAERAH TENTANG PERKOPERASIAN.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di dengan :
1. Daerah adalah Kota Mctro.

2. Pemerintah Daerah adalah
penyelenggara Pemen

pala daerah s 0ai unsur
Daerah v emimpin

pelaksanaan  uru merinfahan menjadi
kewenangan daerah oto ;
Walikola ada ikota Metro.

4. Dewan Perw Rakyat Daerah elanjutnya disebut
DPRD adalal lembaga perw akyat daerah yang
berke an sebagal unsur penyelenggara Pemerintahan

ta Metro.

fae raf yang selanjutnya disebut OFD
ah unsur pem Valikota dan Dewan Perwakilan

£ penyelenggaraan Urusan
njadi kewenangan Daerah.

rganisasi perangkat daerah yang
an dan bertangesgung jawab terhadap
intahan di bidang koperasi.

6. Dinas adalah
menyele :
urus

; as adalah kepala organisasi perangkat daerah

enyelenggarakan dan bertanggung jawab terhadap
san pemerintahan di bidang kopcrasi.

3 turan Daerah adalah Peraluran Daerah Kota Metro.

9. ' Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Mctro.

10. Koperasi adalah perlumpulan orang-orang yang bersatu
secara sukarela dan bersifal otonom untuk memenuhi
kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya melalui
usaha hersama yang diselenggarakan berdasarkan asas
kekeluargaan.

11. Perkoperasian adalah segela sesualu yang menyangkut
kehidupan Koperasi.

12. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan
beranggotalkan orang perseorangan.
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Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan heranggolakan
badan hukum Koperasi.

Gerakan Koperasi adalah kegiatan yang melibatkan seluruh Koperasi dalam
memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi Koperasi.

Akta Pendirian Koperasi adalsh perjanjian perikatan pembentukan badan
hukum koperasi yang dibuat olch para pendiri atau kuasanya dan
ditandatangani dihadapan Notaris Pembuat Akta Koperasi dalam suatu rapat
pembentukan koperasi yang memuat anggaran dasar,

Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan tertulis sebagai dasar pengelolaan
koperasi yang disusun berdasarkan peraturan perundan g-undangan.

Anggaran Rumah Tangga Koperasi adalah aturan penyelenggaraan rumah
tangga koperasi yang menjabarkan Anggaran Dasar.

Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Koperasi
don Usaha Kecil dan Menengah sehagai pejabat yang berwenang untuk dan
atas nama Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Mcnengah memberikan
pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar serta pembubaran
koperasi.

Nolaris adalah Notaris yang telah ditetapkan atau tar sebagai Notaris
Pembuat Akta Koperasi oleh Menteri.

Pendiri adalah orang-orang atau bebera perasi yang _memenuhi
persyaratan keanggotaan dan menyata iri)thenjadi anggo a hadir
dalam rapat pembentukan.

Pengawas Koperasi yang selanjutnya discbut Pengawas elengkapan
organisasi koperasi, yang diberi s34 oleh anggota at t anggola untuk
melaksanakan pcngawasan dan getacriksaan terhada a8l

Pengurus Koperasi yang selan;%%?a disebut Pen dalah perlengkapan
organisasi koperasi yang diberi

sa oleh anggota a rapat anggota koperasi

untuk melaksanakan keg
Pengelola Koperasi selaDj

usaha koperasi }r 1w
Pejabat Pengawas rasi Daerah y

Anggota Koperasi selanjutny isebut anggota adalah orang seorang atau

eslanjutnya disebut Pcjabat Pengawas
vang diangkat oleh Walikola sesuai

badan hukum koperasi otonom vang bergabung secara sukarela dan
telah memenuhi syara taan sesuai anggaran dasar.

Calon Anggota ad
menerima pelay.
schagai anggola

ofang scorang atau badan hukum koperasi yang telah
i koperasi tetapi belum memenuhi semua persyaratan

Rapat Anggota alah perangkat orgamsasi Koperasi yang memcgang
kckuasaan tertinggi dalam Koperasi.

Pemberdayaan Koperasi adalah upaya yang dilakukan olch Pemerintah
dan/atau Lembaga Non Pemerintah dalam bentuk penumbuhan iklim yang
kondusif bagi Koperasi baik kelembagaun maupun usahanya yang mampul
memperkuat dirinya menjadi lembaga ekonomi yang kuat, tangguh, mandiri
serta mampu bersaing dengan pelaku usaha lain,

Penguatan adalah fasilitasi kepada Koperast berupa modal, penfaminan kredit,
sarana dan sumberdaya manusia.
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Pengawasan adalah kegiatan monitoring yang dilakukan secara teTus menerus
dengan tujuan untuk memastikan bahwa rencana yang ditetapkan telah
dilaksanakan oleh koperasi.

Monitoring dan evaluasi adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan dalam
rangka memantau dan menilai hasil pelaksanaan pembinaan dan
pemberdayaan Koperasi.

Simpanan Pokok adalah sejumlah uang, yang wajib dibayar uvleh seseorang
atau badan hukum Koperasi pada saat yang bersangkutsn mengajukan
permohonan keanggotaan pada suatu Koperasi.

Simpanan Wajib adalah sejumlah uwang yang wajib disimpan secara berkala
oleh Anggota kepada Koperasi.

Simpanan Sukarela adalah sejumlah uang yang disimpan oleh Anggota kepada
Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam, dengan memperoleh jasa dari
Koperasi Simpan Pinjam sesuai perjanjian.

Simpanan Khusus adalah sejumlah uang yang disimpan oleh anggota kepada
Koperasi untuk tujuan Khusus.

Simpanan penyertaan adalah simpanan anggota/calon
Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang ditarik b

ota kepada Koperasi
perjanjian yang

Hibah adalah pemberian uang dan/atau baran Koperasi tanpa imbalan
jasa.

Dana Cadangan adalah scjumlah uang yangdiperoleh dari peg @ Surplus
Hasil Usaha untuk pemupukan modal ata tup kerugian ¥=r

Pinjaman adalah penyediaan u oleh Koperasi Si Pinjumn kepada
Anggota sebagal pemunjam kan perjanii ng mewajibkan
peminjam untuk melunasi dalafiy waktu terten membayar jasa.
Usaha Simpan Pinjam adalah kegiatan menghimpun menyalurkan dana dari

dan untuk Anggota.

Hasil Usaha adalah
dikurangi biaya.

Dewan Koperasi ’@ csia Dacrah ad@
oleh Gerakan Koperagi untuk memperje
aspirasi Koperasi di daerah,
Hari adalah hari kalender.

Penyidik adalah Pejabat Pplisi\Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai
Negeri Sipil tertentu ys @ 1i tugas dan wewenang khusus oleh Undang-
Undang untuk melakufk myidikan.

BAB II
6 DASAN, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Koperasi di Kota Metro berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Kuperasi bertujuan mcemajukan kesejahteraan anggota pada khususnys dan
masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional
dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.



Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman
mengenai tatacara pembentukan, pengesahan alkta pendirian, perubahan anggaran
dasar, penggabungan, peleburan dan pembagian, pembubaran koperasi,
pemberdayaan, pernbinaan, pengelolaan, pengawasan, serta segala hal ikhwal yang
terkait dengan penyclenggaraan perkoperasian di Kota Metro.

BAB ITI
FUNGSI, PERAN DAN PRINSIP

Bagian Pertama
Fungsi dan Peran

Pasal 5

Fungsi dan peran Koperasi adalah :

a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ckonomi anggota
pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan
kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;

b. DBerperan serta secara aktif dalam upaya mempe i itas kehidupan
manusia dan masyarakat;

uatan dan keclahanan
guruy,
ar perckon nasional

¢. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dal
perekonomian nasivnal dengan Koperasi seb

d. Berusaha untuk mewujudkan dan meng

yang merupakan usaha bersama be atas asas aan dan
demokrasi ekonoma.

¢. Sebagai mitra pemerintah d a mempercepat urunan tingkat
kesenjangan sosial dan ekonomi ewujudkan kea sial dan ekonomi,
turut meningkatkan peluan apangan keg ta  meningkatkan

pembangunan berkelanjut

(1) Koperasi melaksanakan prinsip K% Fang meliput :

a. Keanggotaan bersifat sukarela

Otonomi dan ke

o oo o

Partisipasi ckono
Pembagian sisd hasjl usaha dilakukan secara adil sebanding dengan
masing-masing anggota.

besarnya ja
(2} Dalam mﬂngem%kan Koperasi, maka Koperasi mclaksanakan pula prinsip
Koperasi sebagai berikut :
a. Pendidikan perkoperasian;
b. Kerja sama antarkoperasi; dan
c. Kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

BAB IV
KELEMBAGAAN KOPERASI

Bagian Kesatu
Bentuk Koperasi

Pasal 7

(1) Koperasi di NDaerah berbentuk :
a. Koperasi primer;



(2]

(3)

(1]

(2)

b. Koperasi sekunder.

Koperusi Primer didirikan oleh paling sedikit 20 ({dua puluh) orang
perseorangan dengan memisahkan scbagian kekayaan pendiri atau Anggota
sebagai modal awal Koperasi.

Koperasi Sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi Primer.

Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus badan hukum setelah
akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Koperasi dan UKM atau pejabat yang
berwenang.

Bagian Kedua
Kedudukan Koperasi

Pasal 8

Koperasi di Kota Metro mempunyai tempat kedudukan di Kota Meiro sebagai
bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditentukan
dalam Angguran Dasar.

Wilayah keanggotaan Koperasi dilentukan dalam Ang Dasar.

Tempat kedudukan scbagaimana dimaksud p (1) sckaligus merupakan
kantor pusat Kuperasi. O

Koperasi mempunyai alamat lengkap di edudukan

Dalam semua surat menyurat, pen uman yang dit
barang cetakan dan akta dalam h asi menjadi
disebutkan nama dan alamat le Koperasi.

oleh Kopecrasi,
tu pthak, harus

BAB V

B KAN DAN P W
Pﬂv Bagian Pe
% Pemben

Sekelompok orang yang akan mtmbchk koperasi wajib memahami :

b. Hakikat dan azas kecluatgaan;
c. Prinsip badan h

...-

d. Prinsip moda dirt atau ekuitas.

Pernbentukan k&perasi harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Koperasi Primer dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 20 {dua puluh)
orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama,;

b. Koperasi Sekunder dibentuk dan didirikan olch peling sedikit 3 (tiga)
badan hukum koperasi;

c. Pendiri Koperasi Primer sebagaimana dimaksud pada hurul a adalah
warga negara Indonesia, mampu melakukan perbuatan hukum dan
memiliki kegiatan ekonomi yang sama,

d. Pendiri Koperasi Sekunder adalah pengurus koperasi yang diberi kuasa
dari masing-masing koperasi untuk menghadiri rapat pembentukan
Koperasi Selnunder;



(2)

(3)

(4}

3)

(&)

(7)

(8)

9

(1)

¢. Namu koperasi terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) kata;
Melaksanakan kegiatan usaha yang langsung mcmberi manfaat secara
ekonomis kepada anggota;

g. Mengelompokkan usaha koperasi menjadi usaha utama, usaha
pendukung dan usaha tambahan yang dicantumkan dalam anggaran
dasar;

h. Para pendiri menyetorkan modal sendiri yang terdiri dari simpanan pokok
dan simpanan wajib sebagai modal awal untuk melaksanakan kegiatan
usaha yang jumlahnya sesuai kebutuhan yang diputuskan oleh rapat
pendirian koperasi.

Pasal 10

Para pendiri wajib mengadakan rapat persiapan pembentukan koperasi yang
membahas semua hal yang berkaitan dengan :
Rencana pembentukan koperasi;

Nama koperasi;
Rancangan anggaran dasar koperasi; 0

Usaha koperasi;

Besarmya simpanan pokok dan simpanan ebagi modal awal;
Pemilihan pengurus; dan

Pemilihan pengawas.

Rapat sebagaimana dimaksud
primer dihadiri oleh sekuran

m mg R0 TP

mbentukan koperasi
h) orang pendiri,

sedangkan rapat pembentu erasi sekun diri oleh sekurang-
kurangnya 3 (tiga) badan _Hukum koperasi yang di i pengurus yang tclah
diberi kuasa berdasar san rapat ta koperasi.

Rapat pembentuka si sebagai di nd pada ayat (1) dipimpin

oleh scorang ata pa oTang yan oleh para pendiri.

Rapat pembentukan sebagaima 1 sud pada ayat (2) menetapkan
angearan dasar koperasi

koperasi terlebih dahulg penyuluh perkoperasian baik dari instansi
pemerintah maupun ] pemerintah.

Dalam rapat pem

kah koperasi sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dapat difiadin

eh Motaris.

Notaris scbagaim®ha dimaksud pada ayat (6) mencaiat pokok-pokok hasil
pembahasan yang disepakati dalam rapat pondirian untuk dirumuskan dalam
akta pendirian.

Hasil pelaksanaan Rapat Anggota pembentukan koperasi dibuat dalam :
a. Berita acara rapat pendirian koperasi; atau
b. Notulen rapat pendirian Koperasi.

Pasal 11

Pembentuksn Koperasi schagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan
dengan Akla Pendirian Koperasi yang memuat Anggaran Dasar Koperasi yang
dibuat oleh Notaris dalam bahasga Indonesia.



(2] Notaris yang membuat Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah Notaris yang terdaftar pada Kementerian yang
menvelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Kaoperasi.

Pasal 12

Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 memuat sekurang-
kurangnya :

a. Daftar nama pendiri;

Nama dan tempat kedudukan;

Jenis koperas;

p & o

Maksud dan tujuan;
Jangka waktu berdirinya;
Keanggolaan;

Jumlah setoran simpanun pokok dan simpanan wajib sebagal modal awal;
Fermodalarn;

Rapat anggota; @

Pengurus; 0
Pcngawas; &
Pengclolaan dan pengendalian;

Bidang usaha; %

Pembagian sisa hasil usaha;

om0

= b B o

e~

Ketentuan mengenai pembubar yelesaian, dan va status badan
hukum; dan

g. Sanksi. 0
?“ Bagian Ke E
% Penge

(1) Para pendiri koperasi atau kuasanytmempersiapkan akta pendirian koperasi
untuk diajukan kepada Notaris

(2) Dalam penyusunan akia rian koperasi, para pendiri atau kuasanya dapat

opcrasian yang didampingi oleh Notaris.

(3] Para pendiri ko tau kuasanya mengajukan permohonan pengesahan
akta pendirian secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang melalui
Notaris.

(4) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi
dengan :
a. Akta pendirian kaperasi;
b. Berita acara rapat pembentukan koperasi;
¢c. Sural bukti kepemilikan modal; dan
d. Rencana awal kegiatan usaha koperasi,
(5] Ketentuan lebih lanjut mengenai pcrsyaratan, fata cara pengajuan, dan

permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayal (3] dan ayat (4)
diatur dalam Peraturan Walikota.



(3)
(4)

(3)

(1)

2

BAB V1
KEANGGOTAAN

Bagian Pertama
Umum

Pasal 14

Anggota Koperasi Primer adalah setiap warga Negara Indonesia yang mampu
melakukan tindakan hukum dan memiliki kepentingan ekonomi yang sama
dengan scsama anggota lain.

Anggota Koperasi Sekunder adalah Kopcrasi yeng sudah berbadan hukum
koperasi dan memiliki kepentingan ekonomi yang sama.

Setiap anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi.

Keanggotaan Koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ckonomi dalam
lingkup usaha koperasi.

Kcanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar Anggo

Bagian Kedua 0
Syarat Kannggomn%

Pasal 15

Untuk dapat menjadi anggota Koperasi , scscorang I

persyaratan sebagai berikut :

a. Warga Negara Indonesia; &

b. Mampu melakukan perbu ukum,;

¢. Mempunyai kepentingan §0nnmi yang lingkup usaha
koperasi;

d. Telah melunasis pokok; v
Menyetujui n Dasar/ umah Tangga Koperasi yang
bersangku

f. Telah terdaftar dalam buku ggota dan telah menandatangani
atau membubuhlkan cap jempolbuku daftar anggota; dan

g. Daftar anggota dapat
melengkapi dokume
atau dibubuhi cap j&y

Jibuat dalam bentuk elektronik, dengan tetap
g ‘ onan menjadi anggota yang ditandatangani

coota Koperasi Sekunder, harus memenuhi syarat-

Untuk dapat menjadi a
syarat sebagai :
a. Telah ber ukum;

b. Marmpu melakukan tindakan hukum;

c. Mecmpunyai kepentingan ekonomi yang sama dalam lingkup usaha
koperasi sekunder;

d. ‘Telah melunasi simpanan pokok;

c. Mcnyctujui Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga koperasi sekunder
yvang bersangkutan,

f.  Telah terdaftar dalam buku daftar anggota dan telah menandatangani
atau membubuhkan cap jempol pada buku daftar anggota; dan



(1)

(2)
(3

(4]

(1)

(2)

(1

{2)

(3)

@)

g. Daftar anggota dapat dibuat dalam benluk eleklronik, dengan tctap
melengkapi dokumen permohonan menjadi anggota yang ditandatangani
atau dibubuhi cap jempol.

Bagian Ketiga
Calon Anggota

Pasal 16

Calon anggota adalah orang seorang atau Badan Hukum Koperasi yang telah
menerima pelayanan dari koperasi, tetapi belum memenuhi semua persyaratan
scbagai anggota koperasi yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

Calon anggota sebagai pengguna jasa tetapi bukan sebagai pemilik koperasi.
Calon anggola memiliki hak bicara untuk menyampaikan pendapat atau saran,
tetapi tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan scria tidak
memiliki hak untuk memilih dan dipilih scbagai pengurus atau pengawas.

Calon angeota memperoleh pelayanan yang sa an anggota dan
koperasinya.

Pasal 17

Calon anggota sebagaimana dimaksud Pasal 16 an calon
angoota pada Koperasi Simpan Pinj t Simpan Pi& rdasarkan

peraturan perundang-undangan.

Calon anggota sebagaimana di & pada ayatl |
(tiga) bulan selelah melunasi si pokok dan_si

menjadi anggota.
&gﬂm Keempsa ?\

Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing maupun masyarakat yang
ingin mendapat pclayanan dan anggota Koperasi dan tidak
sepenuhnya memenuhi perw sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran

=

m jangka waktu 3
wajib ditetapkan

Dasar dan Anggaran Rums a, dapat diterima sebagai anggota luar hiasa
atau Anggota Belum P

Anggota Luar Biasg/ita Anggota Belum Penuth mempunyai hak bicara tetapi
tidak mcmpunyai suara dan hak untuk memilih dan dipilih sebagai
pengurus dan 5.

Anggota Luar Biasa atau Anggota Belum Penuh berhak atas sisa hasil usaha
sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

Ketenluan mengenai Anggota Luar Biasa atau Anggota Belum Penuh harus
dicantumkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban

Pasal 19

Setiap anggota koperasi berhak -

a-

Menyatakan pendapat,



P

5@ P

Memberikan suara dalam rapat anggota;

Memilih dan/atau dipilih menjadi pengawas atau pengurus dalam rapat
anggota;

Meminta diadakan rapat;

Memanfaatkan jasa vang disediakan oleh koperasi;

Meminta laporan perkembangan koperasi;

Mendapatkan pendidikan perkoperasian; dan

Melakukan pengawasall.

Pasal 20

Setiap anggota berkewajiban :

£

b
C.
d

(1)

(2]
(3)

(4)

(3]

Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi;
Mermatuhi keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota;
Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang disclengga oleh koperasi;

Mengembangkan dan memelihara  kebersam: sarkan asas
kekeluargaan; dan

Membayar simpanan pokok dan simpanan wa;kl
Bagian Kee O
Pemberhentian a Q
21

Keanggotaan koperasi berakhir bi
a. Minta berhenti atas permin

b. Diberhentikan oleh Peng s
¢. Meninggal dunia; § &

nggola yang tan :

ndiri;

sendiri sebagaimana dimaksud

d. Koperasi bubag

pada ayat (1) huruf a, maka :

a. Anggota tersebut wajib mengaj
kepada Pengurus Koperasi, dan

b. Pengurus mengabu@ gunduran diri tersebut setelah hak dan

Dalam hal Anggﬂ@rhenﬁ atas pl @

surat pengunduran din yang ditujukan

kewajiban disele

Anggota diberhenti K Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf

b apabila :

a. Tidak lagi % hi syarat-syarat keanggotaan sesuai dengan ketentuan
Angyaran Dasdr;

b. Mencemarkan nama baik koperasi; dan/atau

Merugikan koperasi.

Apabila Anggota koperasi meninggal dunia, maka secara otomatis keanggotaan
berakhar,

Hak duan kewajiban anggota koperasi yang meninggal dunia dapat beralih kepada
ahli warisnya yang sah apabila ahli waris diterima menjadi anggota yang
memenuhi syarat sehagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar.
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(9)

Apabila koperasi bubar, maka keanggotaan koperasi tersebut berakhir.

Pengaluran tentang tata cara pemberhentian anggota harus ditetapkan dalam
Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Kouperasi.

Pasal 22

Pengurus koperasi dapat memberhentikan Anggota untuk sementara waktu
dengan mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara dan Pengurus
harus mempertanggungjawabkannya kepada Rapat Anggola.

Anggota yang diberhentikan oleh pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat mengajukan keberatan atau pembelaaan dalam Rapat Anggota
berikutnya.

Dalam hal Rapat Anggota menerima keberatan atau pembelaaan anggota
schagaimana dimaksud pada ayat (2], keputusan pemberhentian scmentara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicabut dan keanggotaan bagi
anggota yang bersangkutan dipulinkan kembali.

Dalam hal Rapat Anggota menolak keberatan mbelaaan anggota

schagaimana dimaksud pada ayat (2), Rapat An a méngukuhkan kcputusan
pengurus tersebut.

Bagian Ketu

Perangkat O i QQ
123 &
Peranglat organisasi koperasi r%s : &
a. Rapat anggota; LV
b. Pengurus;

c. Pengawas.

Dalam melaksa tugas dan inya, Pengurus Koperasi dapat
mengangkat Pen
p# 1

pat Anggota

Rapat anggota scb
pemegang kekuass
kebijakan kopera:

sal 24
' @diﬂ]ﬂk&ﬂd dalam Pasal 23 huruf a merupakan
inggi dalam koperasi yang menctapkan garis
perigurusan koperasi dan pertanggungjawaban pengurus

Rapat anggota diselenggarakan oleh pengurus paling sedikit 1 [salu) kali dalam
1 (saly) tahun.

Keputusan rapat anggota mengenai perubahan Anggaran Dasar Koperasi harus
dilaporkan kepada Walikota melalui dinas terkait.

Apabila perithahan Anggaran Dasar Koperasi scbagalmana dimaksud ayat (3)
mengenai bidang usaha, penggabungan atau pembagian koperasi, namsg,
kedudukan dan wilayah keanggotaan wajih mendapat pengesahan Walikota
Metro.

Kelentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan rapat anggota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi.



Pasal 25

Apabila jumlah anggota koperasi menyebabkan penyelenggaraan rapat anggota
berjulan tidak efcktif, penyampaian pendapat dapat dilakukan melalu sistem
perwakilan atau penggunaan teknologi informasi.

Paragraf 2
Pengurus
Pasal 26

(1) Pengurus sebapaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dipilib dari dan oleh
anggota koperasi dan ditctapkan dalam rapat anggota.

(3) Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota.

(3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif berjumlah
gasal paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang,

(4) Tugas dan wewenang pengurus sesuai decngan
perundang-undangan.

(5) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota
akta pendirian koperasi.

(6) Pengurus scbagaimana dimaksud pa t
perkoperasian.

(1) haruOI
(7} Pengurus Koperasi Simpan Pinjam/Ugit Simpan Pinjam dak Zlch merangkap

sebagai pengurus koperasi lainny.

(8) Masa jabatan pengurus paﬁng% 5 (lima) tah apat dipilih kembali
rikutnya.

a. Meninggald

b. Berhalangan tetap; Q !
c.  Melakukan tindakan yvang merugikan koperast;

d. Mengundurkan diri.

untuk 1 {satu) kali masa@
(@) Pengurus dapat dibe sebelum ber ya masa kepengurusannya
apabila :

Egik&n koperasi sebagaimana dimaksud pada
elalui rapat pengurus yang disahkan dalam rapat

(10) Penetapan tindakan ¥,
avat (8) hurul ¢ di
anggota.

(11} Perubahan ke@]

(12) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan dan
pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

Angparan Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasl.

san koperasi dilaporkan kepada Walikola.

Paragraf 3
Pengawas

Pasal 27

(1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf ¢ dipilih dari dan oleh
anggota koperasi dan ditetapkan dalam rapat anggota.



(2)

(3)

(4)
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(6)

(7)

(8)
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14)

(3)

©)

(7)

Pengawas bersifat kolcktif sebagaimana dimaksud pada ayat {1) berjumlah
gasal dan paling banyak 3 (tiga) crang.

Tugas dan wewenang pengawas sesuai dengan  ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1} harus memahami
perkoperasian.

Masa jabatan Pengawas paling lama S (lima) tahun dan dapat dipilih kemball
untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pengawas dapat diberhentikan sebclum berakhirnya masa jabatannya apahbila :
a. Mcninggal dunia;

b. Berhalangan (clap;

¢. Melakukan tindakan yvang merugikan koperasi,

d. Mengundurkan diri.

Penetapan tindakan yang merugikan koperasi sc a dimaksud pada
ayat (6) huruf ¢ ditentukan melalui rapat pengurus isahkan dalam rapat

anggota
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyarate %tat& cara pemlhha_n dan
pengangkatan pengawas diatur dalam Anggara asar dan An

Tangga Koperasi. Q
Parajraf 4 &

1a
128

Pengelola scbagaimﬂnz:@sud dalam Pasal 23 ayat (2) diangkat dan

diberhentikan oleh peng

a Ekcxja pengelolaan  koperasi

Pengangkatan p dalam

mendasarkan pa i bangan prof @ itas dan kompetensi.

Tugas dan fungsi pengelola diteta fengan Kepulusan Pengurus, meliputi
penjabaran pendclegasian tugas kewenangan pengurus yang bersifat
operasional.

Pengelola bertanggung j pada pengurus.

Pengelola dapat pe
perangkat manajegi

atau Lembaga Pengelola vang dilengkapi dengan
eshai dengan beban kerja dan rentang kendali.

Pengelola memﬁ ian, ketrampilan, akhlak dan moral yang baik untuk
memajukan us operasi

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pengangkatan
pengelola diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Koperasi.

BAB VII
KEGIATAN USAHA KOPERASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

Koperasi harus memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang sesuai dengan
bidang usaha yang dijalankan.



(1)

(2)

(3)

(4)
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Pasal 30

Koperasi melaksanakan kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan Anggnta
dan masyarakat di bidang produksi, distribusi, pemasaran, jasa, sirmpan
pinjam, seria bidang usaha lainnya.

Kegiatan usaha sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara
tunggal usaha alau serba usaha.

Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan
dengan pola pelayanan :
a. Konvensional; atau

b. Berdasarkan prinsip ekonomi syariah.

Pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayal (1] dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Usaha Simpan Pinjam
Pasal 31

Koperasi vang melaksanakan kegiatan usah
pinjam wajib memiliki izin usaha simpan pinja

pinjam funit simpan

Kegiatan usaha simpan pinjam dapat di sebagai sal tau satu-

satunya kegiatan usaha Koperasi.

a simpan pinj it sitnpan pinjam
Anggota.

Koperasi yang melakuka ia usaha simpan pigjam/unit simpan pinjam
menetapkan perhitun a koperasi dengan besaran wajar dan sesuai

ketentuan. ?\
% Bagia
Mo

Koperasi yang melakukan kegia
wajib melindungi keamanan si

Modal sendiri seba
a. Simpanan pok

b. Simpanan

¢. Simpanan us:
d. Hibah; dan/atau
e. Duna cadangan.

Simpanun pokok dan simpanan wajib sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b merupskan komponen modal atau ekuitas yang dapat ditarik
hanva bila anggota memutuskan keluar dari keanggotaaan Koperasi.

Modal luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
a. Anggota;

b. Koperasilainnya dan/atau Anggotanys,;

¢. Bank dan lembaga keuangan lainnya;



d. Penerbitan obligasy
e.  Surat hutang koperasi;
Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
g. Sumber lain yang sah herdasarkan peraturan dan perundangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33
{1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha
koperasi yang wilayah keanggotaanya berada dalam wilayah Kota Mctro.

(2) Pembinaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha dilakukan oleh Instansi

Pelaksana.
Bagian Kedua @
Ruang Lingkup Fengawa
Pasal 34

Ruang lingkup pengawasan koperasi meliputi :
a. Pembinaan pelaksanaan pengendalian

operasi; O
b. Pemantauan perkembangan koperasi sec berkala; &
i

c. Pemeriksaan terhadap koperasi sasi dan usabanya,
termasuk program pembinaan a scsual Stand sional Manajemen

dan Standar Operasional Proscdyr koperasi,
d. Pemeringkatan koperasi nilaian kesehatan Kopérasi Simpan Pinjam.

Pembinaan pelaksan engendalian
1]
a. Meningkatkan efektifitas pelaksanaag tu

terhadap koperasi scbagsimana
dengan cara :

dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dila :
gas dan fungsi rapal anggota koperasi;

Meningkatkan efektivitas tu an fungsi pengurus dan pengelola koperasi;
Meningkatkan efektivita dan fungsi pengawas ;
Meningkatkan efekti s stefem pengendalian internal;

Mendorong dilak

Mendorong Ler

nya pendidikan anggota;
efisiensi biaya organisasi koperasi;

wm ™o o0 o

Mendorong dipatithinya seluruh pedoman dan aturan usaha koperasi.

Pasal 36

Pemantauan perkembangan koperasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 huruf b dilaksanakan dengan cara -

a. Mengevaluasi rencana dan capaian kinerja koperast;
b. Memberikan petunjuk teknis dan pelaporan koperasi;
¢. Memberikan rekomendasi perbaikan pengelolaan koperasi.



Pasal 37

Pemerilksaan lerhadap koperasi yang menyangkut organisasi dan usahanya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf ¢ dilaksanakan dengan cara :

.
b.

e,

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

Melakukan pemeriksaan efektifitas organisasi koperasi;
Melakukan pemeriksaan pengelolaan usaha koperasi;
Melakukan pemeriksaan kinerja keuangan;
Memberikan rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan.

Pasal 38

Pemeringkalan koperasi dan penilaian keschatan Koperasi Simpan Pinjam
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d dilaksanakan oleh Dinas
dengan membentuk tim pembina koperasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemeringkalan koperasi dan
penilaian keschatan Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikoia. @
Bagian Ketiga 0
Pelaksanaan Pengaw
Pasal 39
Pengawasan koperasi dilakukan cleh Pejab gawas. O
Zy'at (1} belum

Dzlam hal Pejabat Pengawas S€ mana dimaksud @
terbentuk, maka tugas pengawas sanakan oleh fejabii yang ditugaskan

oleh Dinas. m

Pejabat Pengawas sebagai a sud pada ayal erwenang :

a. Menerima dan me poran kondisi nisasi usaha dan permodalan
koperasi; @

b. Melakukan it \ilauy meminta
audit terhada’ mus dana, !
catatan semua sumber informg

r’ independen untuk melakukan
rharga, pembukuan, kertas kerja,
g dimiliki dan dikuasai koperasi;

c.  Merekomendasikan kepada pejabat berwenang untuk mengenakan sanksi,

apabila terdapal dug kuat berdasarkan bukti-bukti nyata yang
ditemukan bahwa k i Thenjalankan usaha yang tiduk sesual dengan
asas-asas koperasi 41 melanggar ketentuan peraturan perundang-
undangari;

d. Mengeluark rintah untuk menempatkan koperasi dalam pengawasan
administ

Pejabal pengawas melaporkan hasil pengawasan yang memuat temuan dan
rekomendasi hasil pengawasan kepada Walikota.

Laporan hasil pengawasan scbagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi
bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengambilan tindakan lebih lanjut
sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangen.

Pasal 40

Kopcrasi wajib menindaklanjuti laporan hasil pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3).



(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2}

(3)

(4)

(1)

Koperasi melaporkan tindalk lanjut laporan hasil pengawasan kepada Kepala
Dinas sceara tertulis paling lama 3 (tiga} bulan.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan laporan hasil pengawasan olch koperasi
sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas.

BAB IX
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, PENGGABUNGAN,
PELEBURAN DAN PEMBAGIAN

Bagiaun Kesatu
Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 41

Perubahan anggaran dasar koperasi dilakukan berdasarkan keputusan rapat
anggota scsuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar koperasi,
dilengkapi dengan :

a. Berita acara rapat anggota perubahan anggaran gasar yang dibuat dan
ditandatangani oleh Notaris; dan

sar koperasl yang
tagiss salah seorang peserta
tar hadir anggota yang

b. Notulen rapat anggota perubahan
ditandatangani oleh pimpinan rapat, se
rapat dan Notaris, dengan melampir
terdaltar dalam buku daftar anggota.

Perubahan anggaran dasar koperasi ti pat dil abila koperasi
sedang dinyatakan pailit.

§\ 42
Maleri perubahan angga dasar koperasi dapal yangkut beberapa hal
sesuai dengan kepentin kcbutuhan anggota
Perubahan angg %ﬁj koperasi é&njrangkut perubahan bidang
usaha, penggab embagian ko wajib mendapat pengesahan dari

D
Pejabat yang berwe g,

Perubahan anggaran dasar kﬂpﬂraskang tidak menyangkut perubahan bidang
usaha, penggabungan, pembagi koperasi cukup dilaporkan sccara tertulis
kepada Pejabat yang berweig

Permohonan pengesalian bahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diaj% ara tertulis oleh Pengurus melalui Notaris,

% Bagian Hedua
Penggabungan
Pasal 43
Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi yang menerima

penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) disampaikan
oleh Notaris dengan melampirkan :

a2 (dua) rangkap salinan anggaran dasar koperasi yang telah diubah, bermateral
cukup;

L. Data akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi hasil
penggabungan;

c. Berita acara rapat perubahan anggaran dasar kopcrasi yang menerima
penggabungan;



(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

d. Berita acara alau pemyataan keputusan rapat anggota dan masing-masing
koperasi vang hergabung;

e. Anggaran dasar asli dari masing-masing koperasi yang bergabung; dan
Neraca awal koperasi hasil penggabungan.

Penggabungan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) hanya dapat

dilakukan oleh jenis koperasi yang sama, yaitu :

a, Koperasi yang akan melakukan penggabungan harus mendapat
persetujuan rapal anggota.

b. Koperasi yang mcnerima penggabungan  wajib melakukan peruhahan
Anggaran Dasar.

c. Terhadap kuperasi yang melakukan penggabungan, Badan Hulkum
Koperasi hapus dan harus dilaporkan kepada Pejabat yang berwcnang.

Bagian Ketiga
Peleburan
Pasal 44
Selain perubahan anggaran dasar karena penggabung (dua} koperasi atau
lebih dapat melakukan peleburan menjadi saty ukum koperasi baru.
Pengesahan akta pendirian koperasi baril ana dimaksud Pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan tafa cara se a dimaksud ,ds Pasal 13

Peraturan Daecrah ini dengan ditambah la¥piran berupa :
a. 2 (dua) rangkap anggaran das operasi, dan
b. Data akta pendirjan dan an dasar koperasi il peleburan;

c. Berita acara rapat peleb operasi;

d. Berita acara atau fpepiyataan keputusan rapdt anggota dari masing-
masing koperasi lakukan pelebuam;

e. Anggaran dassma i masing-m perasi yang dilebur; dan
Neraca awﬂ%’asi hasil pele

Koperasi yang melakukan pelcbu bagaimana dimaksud pada ayat {1}

harus melakukan Rapat Anggota ntuk memperoleh persetujuan entang
pcleburan koperasi.

Koperasi yang mecla eburan, badan hukum bubar atau hapus dan
melaporkan kepad atyang berwenang.
Bagian Keempat
Pembagian
Pasal 45

Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar kopecrasi yang

menyangkut pembagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2)

disampaikan oleh Notaris, dengan melampirkan :

a. 72 (dua) rangkap anggaran dasar koperasi yang telah diubah, bermaterai
cukup untuk masing-masing koperasi;

b. Berita acara rapat anggota mengenai perubahan anggaran dasar koperasi
yang dibagi;

¢. Neraca dari masing-masing koperasi yang dibagi;

d. Anggaran dasar asli kopcrasi yang dibagi;



e. Notulen rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi yang dibagi;
Daltar hadir rapat anggota perubahan anggaran dasar pembagian koperasi;

g. Anggota koperasi sebelum dibagi boleh menjadi anggota pada dua koperasi
yang telah dibagi; dan

h. Nomor pokok wajib pajak koperasi yang dibagi.
(2) Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar pembagian koperasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diutamakan untuk menmngkatkan status
hukum kelembagaan unit simpan pinjanl.

(3) Pembentukan koperasi hasil pembagian dilakukan sesual  peraturan
perundang-undangan.

BAB X
PEMBUBARAN

Pasal 46
Pembubaran Koperasi dapat dilakukan : @
4. Olch anggota berdasarkan keputusan Rapat Ang :
b. Jangka waktu berdirinya telah beralkhir; @

¢.  Oleh Pemernntah; dan/atau 0 O
d. Tidak melaksanakan Rapat Anggota Tﬂh% Q

1 &
Pembubaran rasi Oleh
asal 47
Usul pembubaran Koperasi (di an kepada t Anggota oleh Anggota yang
mewakili paling scdikit 1/ erlima) dari } goota.

Q

(1) Undangan Rapal Anggota dalam s
Pengurus paling lama 14 (empa
diselenggarakan.

i’ Pembubaran Koperasi dikirim oleh
belas) hari sebelum Rapat Anggota

(2) Rapat Anggnta dalam 3l Pembubaran Kopcerasi scbagaimana dimalksud
pada ayat (1) dianggap(sathapa bila sudah mencapai kuorum yang dihadiri oleh
paling sedikit 3/4 @ empat) jumlah Anggota.

% Pasal 49
(1) Keputusan Rapat Anggota tentang Pembubaran Koperasi dianggap sah apabila
diserujui olch paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang sah.

(2) Keputusan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan
secara tertulis oleh kuasa Kapat Anggota kepada sernua Kreditur.

(3) Pembubaran Koperasi dicatat dalam buku daftar umum koperasi dan
dilaporkan kepada menteri dan dinas yang membidangi koperasi.



Paragraf 2
Pembubaran Koperasi Karena Jangka Waktu Berdirinya
Telah Berakhir

Pasal 50
(1) Koperasi yang jangka waktu berdiri telah berakhir sebagaimana diatur dalam

Anggarom Dasar, dapat menggjukan permohonan perpanjangan  ato
membubarkan diri melalui Rapat Anggota.

(2) Dalam hal koperasi mengajukan permohonan perpanjangan jangka wakiu
berdiri, koperasi harus melaporkan kepada Pejabat yung berwenang paling
lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan rapat anggota.

(3) Pejabat yang berwenang mencatat dan menerbitkan keputusan perpanjangan
jangka wakta berdiri koperasi paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 51
Bagi koperasi yang jangka waktu telah berakhir dan tidak kukan perpanjangan
sesuai anggaran dasar koperasi dinyatakan bubar den dirinya dan harus

melaporkan kepada Pcjabat yang berwenang.

Paragrafl 3
Pembubaran Oleh Pemeriptah fataun

Tidak Menyelenggarakan ta TahunQO

152 &
Koperasi dapat dibubarkan apabila :
a. Koperasi tidak memecnuhi kete Peraturan Peru Undangan tentang
Perkoperasian dan/atau tidak m aksanakan kete alam Anggaran Dasar

Koperasi yang bersan

b. kegiatan koperasi ber dengan ke umum dan/atau kesusilaan

yung dinyatakan Rgr kan Jkeputus pe jlan vang telah mempuntai
kekuatan hukum @‘

c. Koperasi dinyatake® pailit berdas eputusan pengadilan yang telah
memiliki kekuatan hukum tetap;

d.  tidak melakukan Rapat Angggta Tahunan sclama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
dan/atau

e. Koperasi tidak me iatan usaha secara nyata selama (dua) tahun
berturut-turat Lerhi@ s tangeal pengesahan akta pendirian koperasi.

BAB X1
PEMBERDAYAAN KOPERASI

Pasal 53

(1) Pemerintah Daerah mendukung pertumbuhan, perkembangan dan
pemberdayaan Koperasi di Daerah bagi kepentingan Anggota.

(2) Dukungan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dibcrikan dalam bentuk :
a. Pendidikan, pelatihan, penyuluhan, bimbingan dan penelitian Koperasi.

b. TFasilitasi sarana akses sumberdaya ekonomi dan pemasarar,

c.  Pemhinaan dan penguatan kelembagaan, menajemen dan usaha.



Paragraf 1
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 54

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penyuluhan,
bimbingan bagi perangkat organisasi dan anggnfa Koperasi serta dan penelifian
tentang koperasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia koperasi.

Paragraf 2
Fasilitasi Sarana Akses Sumberdaya Ekonomi dan Pemasaran

Pasal 55

Fasilitasi sarana akses sumber daya ekonomi dan pemasaran sebagaimana
dimaksud Pasal 53 huruf b dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain
melalu ;

a. Akses permodalan dengan membentuk Badan Layanan Umum Daerah dan
Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah;

1. Akses sarana promosi dan pemasaran;

c. Akses bahan baku dan sarana produksi. 0

Pasal S6 o l
(1) Pembentukan Badan Leyanan Umum D an Perusahaa
Kredit Dacrah schagaimana dimaksud
sesuai ketentuan peraturan perundang-

(2) Ketentuan lebih lanjut menge i \jata war
dimaksud pada ayat (1) diatur h '
57

(1) Pemerintah Daerah me b
melalui promosi, pain

(2) Pemerintah Dacr@
sarana produksi.

Par £3
Pembinaan dan Penguatwlembagaan, Manajemen dan Usaha

Qﬁ:‘aaal 58
(1) Pemerintah Daerah aks an pembinaan dan penguatan kelembapgaan,
manajemen dan uhtuk menjamin kelangsungan koperasi.

(2) Pembinaan dil melalui Dinas, apabila dipandang perlu Walikota
dapat mengangkat’tenaga penyuluh koperasi dari Dewan Koperasi Indonesia
Dasrah atau tokoh koperasi Kota Metro.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenal tata cara dan syarat pengangkatan
tenaga penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan
Walikota.

Pasal 59

(1) Pemeriniah Daerah memberikan bantuan pengembangan usaha koperasi agar
memiliki daya saing yang kuat.

(?) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pemberian bantuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.



(1)

(2)

Pasal 60

Pemberdayaan Koperasi juga dilakukan dengen mengoptimalkan fungsi dan
peran (ierakan Koperasi.

Pada Tingkat Dacrah, Gerakan Koperasi schagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibentuk organisasl/Dewan Koperasi Indonesia Daerah sebagai wadah untuk
memperjuangkan  kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi
kopcrasi dalam rangka pemberdayaan Koperasi di Daerah.

(3} Wadah/dewan sebagaimana dimaksud pada ayal (2} memiliki tugas :

a. Memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi Koperasi di
Dagrah,;

b. Melakukan supervisi dan advokasi dalam penerapan nilai-nilai dan
prinsip Koperasi di Daerah;

Meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat;

0

Menyelenggarakan sosialisasi dan konsultasi kepada Koperasi di Daerah;

e. Mengembangkan dan mendorong kerjasama ant operasi dan antara
Koperasi dengan badan usaha lain;

f  Mewaldl dan bertindak sebagai juru bicara Koperasi di Daeraly,

g. Menyelenggarakan komunikasi, furum d un kerja sama di bidang

Perkoperasiat, dan

h. Memajukan organisasi anggotanya. Q
{4) Pembiayaan Dewan Koperasi dapaf berasal dari i ajib Anggola,
sumbangan dan bantuan yang i ngikat, Hib /atau perolehan lain
yang tidak bertentangan dc Anggaran Da n/fatan peraturan
perundang-undangai.
BAB XII
?\ LARANG
% Pasal
Setiap orang dilarang :
a. Menjalankan koperasi yang tidak befgtatus badan hukum;
h. Menjalankan kegiatan yang v, aitan perkoperasian tanpa ijin usaha;
c. Menjalankan kegiatan u simpan pinjam tanpa izin usaha; dan/atau
d. Menguntungkan digr'\se iri atau golongan atau orang lain dengan

memanfaatkan
kemudahan u
usaha, atau
bagi Koperasi.

ngatasnamakan Koperasi sehingga mendapatkan
peroleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan
barang dan jasa dari pemerintah yang diperuntukkan

Pasal 62

Setiap Pengurus dan Pengawas dilarang :

a.
b.

Mermberikan informasi palsu atau laporan palsu atas kondisi Koperasi;

Menolak memberikan informasi atau menolak diperiksa vleh pejabat yang
berwenang; dan/atau

Memberikan informasi yang waijib dirahasiakan karena jabatannya.



(1)

(2)

(1)

(2)

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 63

Koperasi yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 17 ayat
(2), Pasal 20, Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 40 ayat (2) dikenakan sanksi
administratil.

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

a. Teguran lisan,

b. Teguran tertulis;

c. Pencabutan izin usaha koperasi; atau

d. Pembubaran koperasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi

scbagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Pcraturan
Walikota.

BAE X1V
KETENTUAN PENYIDI
Pasal 64
Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di i merintah ah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik elakukan p tindak
pidana di bidang kuperasi, sebagaiman dimaksud dal g-Undang
Hukum Acara Pidana.

Wewenang Penyidik sebagaima aksud pada ayaliNy agelah :

4. Menerima, mencari, mgngutfpulkan dan men 1 rangan atau laporan
berkenaan dengan pi dibidang kopetasi apar keterangan atau
laporan tersebut m gkap dan jelés;

b. Meneliti, mencari, mengumpulkafl keterangan mengenai orang pribadi

atau badan kebenaran 'Q an yang dilakukan sehubungan

dengun tindak a dibidang koperasi;
c. Meminta keterangan dan ukti dari orang pribadi atau badan

sehubungan dengan tindak pidana di bidang koperasi;

d. Memerksa buku, catald
pidana di bidang ko ‘%
Wan untuk mendapatkan bahan bukti pembulkuan,

dan dokumen lain herkenaan dengan tindak

pencatatan dokumen lain, serla melakukan penyitaan terhadap
bahan buki# i
f. Meminta an (enaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

penyidikan tindak pidana di bidang koperasi;
g.  Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan

atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;

h.  Memotret scsecorang vang berkaitan dengan tindak pidana dibidang
koperasi,

i. Memanggil orang untuk didengar ketcrangannya dan diperiksa sebagal
tersangka atau saksi;

j.  Menghentikan penyidikan; dan/atau



3)

(1)

(2)

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana dibidang koperasi sesuai dengan ketentuan peraturaan
perundang-undangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntlut Umum
melahsi Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 65

Setiap orang melanggar ketentuan Pasal 61 dipidana dengan pidana penjara
paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda paling hanyak
Rp50.000.000,- (lima pulub julz rapiah).

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1} adalah pelangggaran.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN 0

Pasal 66 %
Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan :

(1)

(2]

(3)

(4]

Koperasi sckolah yang ada di sekolah didaftarkan as yang

membidangi koperasi;

Akta pendirian dan anggaran koperasi seko idak memerlukan
pengesahan dari pejabat sebagamma iatur dalam Daerah ini;
Dinas yang membidangi ko erar;wajib mendaltar si sckolah di wilayah

Kota Metro.
BAB XVII X;
% ENTUAN P

Untuk tertib administrasi badan . Koperasi yang didirikan sebelum
{ahun 2015 wajib melakukan pendaftaran ulang paling lambat 2 {(dua) tahun
sejak diundangkannya Perat acrah ini.

Pejabat yang berwen chean melampirkan dokumen sebagai berikut :

Pendaftaran ulang seb a dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada
a&d
sar koperasi;

a. Foto kopi an
Keputu AT

Laporan ki koperasi yang ditandatangani oleh pengurus;
Nomor Pokok Wajib Pajak;

Laporan keuangan;

SPT Pajak Penghasilan Badan lerakhir;

g. Dallar susunan pengurus dan pengawas periode yang masih berjalan.

me po g

Koperasi dapat melakukan pendaflaran seccara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat [1) dan ayat (2) atau melalui sistemn elektronik.

Pemerintah Dacrah wajib menyediakan aplikasi sistem elektronik dalamn
rangka pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).



BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundanglkan.

Apar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daucrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Dilctapkan di Metro
pada tanggal & f<orar 2018

w ET
' CAAMA 1
A PAIRIN
T LU Ry G IRy e
pada tanggal % Febowiy 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO, §
LEME DAERAH KOTA METRO TAHU OMOR .E%O
(08 672/ MTR, 2018)

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA ?"i‘ﬂﬂ, VINSI LAM ¥

?\




PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG
PERKOPERASIAN

1. UMUM

Kegiatan pembangunan dacrah dilaksanakan untuk mewujudkan terciptanya
masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19435.
Pembangunan Naersh tersebut mencakup seluruh aspek kehidupan yang harus
diselenggarakan secara bersama oleh masyarakat dan Pemecrintah Daerah. Dalam
mewujudkan peran masyarakat scbagai pelaku utama mbangunan, maka
Pemerintah Daerah berkewajiban mengarahkan, mem , dan melindungi
serta menumbuhkembangkan suasana dan iklim ¥ unjang pelaksanaan
pembangunan di herbagai sektor, salah satunya se asl.

: IemMegang
peranan penting sebagal basis utama u

i 1 eradaan Knpf:
: ekonomi
kerakvatan, termasuk di dalamnya pg{:ip' lapangan @Z Perkembangan

koperasi dalam perekonomian nasi tama ¥y rskala mikro, telah
mencerminkan wujud nyata un ewujudkan ke raan masyarakat
tersebut.

Peningkatan daya sai
keseluruhan kegiatan ekon

erasi vang akan bagian integral dan
daerah, m edéradaan sebagai salah satu pilar
utama ckonomi nasiopal\ harus mem kesempatan dan dulkungan,
perlindungan dan pengeangam seluas- sebagai wujud keberpihakan yang
tegas pada ckonomi kerakyatan %

Sebagai salah satu kewenan Pemerintah daerah scbagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 23 014 tentang Pemerintahan Daerah, maka
Pemerintah Daerah perlu an secara tegas dan rinci pengaturan tentung
Koperasi sesuai denga tu dan karateristik daerah Kota Metro dengan
harapan dapat membgh perlindungan, kemudahan dan fasilitasi bails kepada
masyarakat, anggot Atau calon anggota koperasi maupun kepada koperasi
selaku badan usaha.

Mendasarkan hal-hal tersebut di atas, guna membangun koperasi yang
profesional, kuat dan mandiri serta berpegang teguh pada asas kekeluargaan dan
prinsip koperasi, periu membentuk Peraturan Daerah teniang Perkoperasian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti atau makna beberapa istilah yang digunakan
dalam Peraturan Daerah dengan maksud untuk menyamakan pengertian
tentang istilah-istilah tersebul schingga dapat dihindari kesalahpahaman
dalam penafsirannya.



Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal &

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Avat (1)

Ayal (2)
Cukup jelas
Ayat (3) Q
Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas ?\ ;
Ayat (5) g?
Cukup je |

Cukup jelas @
Cukup jelas l 0

Cukup jelas %

Ayal (6)

Pasal 11

Cukup jelas

Ayat (7) Q
Cukup jelas /@

sud dengan Berita acara rapal adalah risalah rapat yang
a teratur dan rapi serta ditandatangani oleh Notaris
Pembua ta Koperasi, yang dimaksudkan sebagai alat bulkti teriulis.

Yang dimaksud dengan Notulen rapat adalah laporan mengenai
jalannya rapat yang disusun secara teratur dan rapi ditandatangani oleh

pimpinan rapat dan sekretaris rapat atau salah seorang peserta rapal,
wehinpgga mengikat dan merupakon dokumen resmi,

Cukup jelas

Pasal 12

Culkup jclas



Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jclas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Culkup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas l
Pasal 21 0
Cukup jelas %
Pasal 22
Cukup jelas %
Pasal 23 ?

Cukup jelas
Pasal 24 @
Cukup jelas ?\

Pasal 25
Yang dimaksud jumlah kﬁﬁ koperasi tidak memungkinkan
penyelenggaraan rapat angg erjalan secara efekll, penyampaian
pendapat anggola dapat dila melalui sistem perwakilan secara
proporsional terhadap anggota yang diatur dengan Anggdaran
Dasar dan Anggar ah Tangga Koperasi. Apabila koperasi telah
mengeunakan informasi yang memadai, anggota dapat

4

menyvalurkan agpir hak suaranya secara langsung.

Pasal 26
Cukup jela

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Culzup jelas



Pagal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jclas

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf ¢

Huruf d

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Cukup jelas ?\s

Yang dimaksud dengan Standar Operasional Manajemen adalah
pedoman pengelolaan yang berisikan kebijakan dan strategi
pengclolaan koperasi dibidang organisasi, kelembagaan, usaha dan
pengelolaan keuangan.,

Prosedur adalah
iabaran lebih teknis dan
risikan peraturan dan

Yang dimaksud dengan Standar Oper

pedoman operasional yang merupaka
Standar Operasional Mangjemen
kehijakan serta tata kerja dan/

Cukup jclas

Cukup jelas @ ?\
Cukup jelas %E

Cukup jelas k

Cukup jelas /@E
Cukup jelas @

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas



Pasal 45
Cukup jclas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas
Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pa=zal 61
Huruf a

Yang dimaksud dengan menjalankan koperasi yang tidak berstatus
badan hukum adalah praktck berkoperasi dengan menamakan
dirinya koperasi dun/atau menggunakan simbol-simbol koperasi
tetapi tidak berbadan hukum. Tidak termasuk dalam ketentuan ini
adalah kelompok usaha masyarakat atau yang dipersamakan
dengan itu yang tumbuh berkembang secara tradisional dan

KX

&

merupakan bentuk kerukunan dalam kelompok terbatas.



Huruf b
Cukup jelas

Huruf ¢
Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan melakukan tindakan yang merugikan
koperasi adalah tindakan yang telah dibuktikan berdasarkan berita
acara pemeriksaan oleh pengawas dan/atau pejabat pengawas,

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Ayat (1)

Sebelum diberikan sanksi administrasi, Koperasi yang bersangkutan
masuk dalam Pengawasan Administratif. Yang dimaksud dengan

koperasi dalam penpawasan administratif adalah :

a. Koperasi yang dalam menjalankan kegia
akia pendirian dan berbadan hukum

saha telah memiliki
pi tidak memilild

izin usaha dan/atau telah habis masa be nya;
b. Sedang dalam pengawasan un memberikan layanan

kepada anggota /calon anggotany

c. Khusus untuk KSP yang
cabang pembantu/kantor

pembukaan kantor cabang
Ayat (2]
Cukup jelas ?\
Avat (3)
Cukup jelas 0 ‘

Pasal 64

Cukup jelas @E
Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas QE
Pasal 67 &
Cukup jelas @

Pasal 68
Culkup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR "5.




